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Menanggapi Bivitri

enarik menanggapi tulisan Ibu Bivitri
| \ / I Susanti (Kompas, 6/1/2022) berjudul
"Legislasi untuk Siapa”, Kita harus sa-
dar betul bahwa proses legislasi kita sedang tidak
baik-baik saja. Prolegnas Jangka Menengah
2020-2024 sebanyak 221 RUU, baru 10 rampung.

Tidak sedikit pula legislasi vang disahkan justru ber-
seberangan dengan kehendak rakyat. Contohnya UU KPK
dan Omnibus Law. Legislasi vang mendesak malah man-
dek prosesnya. Bahkan, RUU PDP (Perlindungan Data
Pribadi) masih diwarnai perdebatan alot antara DPR dan
pemerintah terkait lembaga otoritas data, padahal ke-
bobolan data pribadi terus terjadi.

Demikian pula RUU Perampasan Aset selalu masukdua
Prolegnas jangka menengah terakhir. tetapi selalu ter-
pental di Prolegnas prioritas tahunan, RUU  Pemilu,
khususnya Pasal 222 UU No 7/2017 terkait dengan
presidential threshold vang ditentang berbagai kalangan,
justru ditarik dari Prolegnas 2021.

Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi serius terhadap
pembentukan undang-undang. Apalagi waktu DPR dan
presiden tinggal dua tahun lagi. Sementara di sisi lain,
mendekati tahun politik 2024, partai-partai politik akan
disibukkan pada agenda pemenangan pemilu.

Bivitri menyoal ketersambungan lembaga perwakilan
dengan masyarakat. Pernyataan ini diafirmasi oleh survei
tingkat kepercavaan terhadap institusi negara vang dirilis
Indikator Politik, Desember 2021. Hasilnya, DPR dan
partai politik menempati posisi paling buncit.

Menarik ditunggu, dari 40 RUT yvang masuk Prolegnas
Prioritas 2022, berapa banyak RUU vang dapat disahkan?
Semoga DPR mencapai target dan sesuai aspirasi rakyat.
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